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LAMPIRAN 

DAFTAR PERTANYAAN 

Identitas Responden : 

- Nama  : 

- Jenis Kelamin  : 

- Umur  : 

- Jabatan  : 

- Pendidikan Terakhir : 

 
LINGKUNGAN INTERNAL SAAT INI 

 
No Pernyataan SB B TB STB 

 Sumber Daya Manusia     
1 Ketersediaan tenaga kerja  dengan keahlian 

penataan ruang 
    

2 Kualitas tenaga kerja pada Dinas Tarukim Kota 
Binjai  

    

3 Persyaratan kemampuan yang harus dimiliki 
tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan Dinas 
Tarukim saat ini 

    

4 Struktur organisasi Dinas Tarukim Kota Binjai  
yang efektif dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya saat ini 

    

5 Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja sesuai 
dengan kebutuhan Dinas Tarukim Kota Binjai  
saat ini 

    

6 Prestasi Kerja yang dimiliki tenaga kerja Dinas 
Tarukim Kota Binjai 

    

7 Disiplin kerja yang dimiliki tenaga kerja Dinas 
Tarukim Kota Binjai 

    

 OPERASIONAL     
1 Infrastruktur Dinas Tarukim Kota Binjai  yang 

mendukung pelayanan instansi saat ini 
    

2 Ketersediaan peralatan kerja  yang di gunakan 
dalam memberikan pelayanan Dinas Tarukim 
Kota Binjai  saat ini   

    

3 Sarana administrasi yang memadai dalam 
mendukung pelayanan dan pekerjaan 
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4 Standar pelayanan dan pekerjaan sesuai dengan 
rencana tata ruang wilayah (RTRW) 

    

 KEUANGAN     
1 Anggaran pendapatan dan belanja Dinas 

Tarukim Kota Binjai  saat ini  
    

2 Sistem pengawasan internal keuangan Dinas 
Tarukim saat ini 

    

3 Sistem pengalokasian dana kepada setiap unit 
di Dinas Tarukim Kota Binjai   saat ini 

    

 PELAYANAN     
1 Kemudahan Urusan Pengurusan IMB      
2 Kualitas hasil kerja pegawai Dinas Tarukim 

Kota Binjai  yang dapat meningkatkan fungsi 
penataan ruang saat ini  

    

3 Kualitas pelayanan Dinas Tarukim yang sesuai 
dengan rancana tata ruang wilayah (RTRW) 

    

4 Pola tarif yang harus dibayar oleh masyarakat 
dalam menikmati jasa pelayanan 

    

5 Keterjangkauan lokasi Dinas Tarukim Kota 
Binjai  oleh masyarakat 

    

6 Pembinaan hubungan Dinas Tarukim Kota 
Binjai  dengan masyarakat setempat saat ini 

    

 
 
 

KUESIONER LINGKUNGAN INTERNAL DI MASA MENDATANG 
No Pernyataan SB B TB STB 

 Sumber Daya Manusia     
1 Ketersediaan tenaga kerja  dengan keahlian 

penataan ruang 
    

2 Kualitas tenaga kerja pada Dinas Tarukim Kota 
Binjai  

    

3 Persyaratan kemampuan yang harus dimiliki 
tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan Dinas 
Tarukim Kota Binjai masa mendatang 

    

4 Struktur organisasi Dinas Tarukim Kota Binjai  
yang efektif dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masa mendatang 

    

5 Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja sesuai 
dengan kebutuhan Dinas Tarukim Kota Binjai 
masa mendatang 

    

6 Prestasi Kerja yang dimiliki tenaga kerja Dinas 
Tarukim Kota Binjai 

    

7 Disiplin kerja yang dimiliki tenaga kerja Dinas 
Tarukim Kota Binjai 
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 OPERASIONAL     
1 Infrastruktur Dinas Tarukim Kota Binjai yang 

mendukung pelayanan instansi masa 
mendatang 

    

2 Ketersediaan peralatan kerja  yang di gunakan 
dalam memberikan pelayanan Dinas Tarukim 
Kota Binjai  masa mendatang   

    

3 Sarana administrasi yang memadai dalam 
mendukung pelayanan dan pekerjaan 

    

4 Standar pelayanan dan pekerjaan sesuai dengan 
rencana tata ruang wilayah (RTRW) 

    

 KEUANGAN     
1 Anggaran pendapatan dan belanja Dinas 

Tarukim Kota Binjai  masa mendatang  
    

2 Sistem pengawasan internal keuangan Dinas 
Tarukim Kota Binjai  masa mendatang 

    

3 Sistem pengalokasian dana kepada setiap unit 
di Dinas Tarukim Kota Binjai masa mendatang 

    

 PELAYANAN     
1 Kemudahan Urusan Pengurusan IMB      
2 Kualitas hasil kerja pegawai Dinas Tarukim 

Kota Binjai yang dapat meningkatkan fungsi 
penataan ruang masa mendatang  

    

3 Kualitas pelayanan Dinas Tarukim Kota Binjai 
yang sesuai dengan rancana tata ruang wilayah 
(RTRW) 

    

4 Pola tarif yang harus dibayar oleh masyarakat 
dalam menikmati jasa pelayanan 

    

5 Keterjangkauan lokasi Dinas Tarukim Kota 
Binjai oleh masyarakat 

    

6 Pembinaan hubungan Dinas Tarukim Kota 
Binjai dengan masyarakat setempat masa 
mendatang 
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KUESIONER LINGKUNGAN EKSTERNAL SAAT INI 
 
No Pernyataan SB B TB STB 

 Ekonomi     
1 Perkembangan tingkat harga perumahan yang 

berpengaruh terhadap rencana penataan ruang 
    

2 Kemampuan masyarakat untuk membayar 
ketersediaan perumahan dan pemukiman  

    

3 Ketersediaan sarana transportasi yang 
dibutuhkan masyarakat untuk menjangkau 
tempat pelayanan dalam hal penataan ruang 

    

4 Keadaan angkatan kerja dibidang penataan 
ruang Perumahan dan Pemukiman  

    

5 Keadaan anggaran yang dikeluarkan 
pemerintah Kota Binjai  untuk penataan ruang 

    

 Hukum     
1 Pelaksanaan sistem perundang-undangan 

penataan ruang pada Dinas Tarukim Kota 
Binjai 

    

2 Pelaksanaan peraturan daerah dalam hal 
penataan ruang 

    

3 Pelaksanaan perundang–undangan penataan 
ruang sebagai dasar hukum Dinas Tarukim 
Kota Binjai  dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya 

    

 Sosial Budaya     
1 Keadaan pendidikan masyarakat Kota Binjai      
2 Keadaan jumlah penduduk sesuai sensus 

penduduk tahun 2013 bagi perkembangan 
penataan ruang di Kota Binjai 

    

3 Perilaku masyarakat terhadap penataan ruang     
4 Keadaan perkembangan ilmu penataan ruang 

bagi perkembangan pelayanan Dinas Tarukim 
Kota Binjai  

    

 Teknologi     
1 Keadaan perkembangan teknologi sistem 

informasi penataan ruang bagi perkembangan 
pelayanan Dinas Tarukim Kota Binjai 

    

2 Keadaan perkembangan teknologi informasi 
bagi perkembangan pelayanan penataan ruang 
di Dinas Tarukim Kota Binjai 

    

3 Keadaan perkembangan teknologi komunikasi 
bagi perkembangan pelayanan Dinas Tarukim 
Kota Binjai 
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KUESIONER LINGKUNGAN EKSTERNAL DI MASA MENDATANG  

 
No Pernyataan SB B TB STB 

 Ekonomi     
1 Perkembangan tingkat harga perumahan yang 

berpengaruh terhadap rencana penataan ruang 
    

2 Kemampuan masyarakat untuk membayar 
ketersediaan perumahan dan pemukiman  

    

3 Ketersediaan sarana transportasi yang 
dibutuhkan masyarakat untuk menjangkau 
tempat pelayanan dalam hal penataan ruang 

    

4 Keadaan angkatan kerja dibidang penataan 
ruang Perumahan dan Pemukiman 

    

5 Keadaan anggaran yang dikeluarkan 
pemerintah Kota Binjai  untuk penataan ruang 

    

 Hukum     
1 Pelaksanaan sistem perundang-undangan 

penataan ruang pada Dinas Tarukim Kota 
Binjai 

    

2 Pelaksaaan peraturan daerah dalam hal 
penataan ruang 

    

3 Pelaksaaan perundang–undangan penataan 
ruang sebagai dasar hukum Dinas Tarukim 
Kota Binjai dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya 

    

 Sosial Budaya     
1 Keadaan pendidikan masyarakat Kota Binjai      
2 Keadaan jumlah penduduk sesuai sensus 

penduduk tahun 2013 bagi perkembangan 
penataan ruang di Kota Binjai 

    

3 Perilaku masyarakat terhadap penataan ruang     
4 Keadaan perkembangan ilmu penataan ruang 

bagi perkembangan pelayanan Dinas Tarukim 
Kota Binjai  

    

 Teknologi     
1 Keadaan perkembangan teknologi sistem 

informasi penataan ruang bagi perkembangan 
pelayanan Dinas Tarukim Kota Binjai 

    

2 Keadaan perkembangan teknologi informasi 
bagi perkembangan pelayanan penataan ruang 
di Dinas Tarukim Kota Binjai 

    

3 Keadaan perkembangan teknologi komunikasi 
bagi perkembangan pelayanan Dinas Tarukim 
Kota Binjai 
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Lampiran  Perhitungan Data Kuesioner 
Perhitungan Rating lingkungan Internal Dinas Tarukim Kota Binjai Masa 
Sekarang 
 

1) Kuantitas tenaga kerja  
1+2+3+2+2+2+2+2+1+3+4+2+2 
     = 2,15 
  13 

2) Kualitas tenaga kerja 
3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+2+3 
     = 2,92 
  13 

3) Kualifikasi tenaga kerja 
1+2+3+3+2+2+3+3+1+3+3+2+3 
     = 2,38 
  13 

4) Struktur organisasi 
2+3+3+3+3+3+2+3+3+3+4+3+2 
     = 2,85 
  13 

5) Kompetensi SDM 
3+3+3+3+3+3+2+2+3+3+3+3+3 
     = 2,85 
  13 

6) Prestasi kerja 
2+3+3+3+3+2+3+3+3+3+2+2+2 
     = 2,62 
  13 

7) Disiplin kerja 
3+2+3+3+2+3+3+2+2+3+3+3+4 
     = 2,77 
  13 

8) Infrastruktur yang memadai 
3+3+3+3+2+2+2+3+1+2+4+3+4 
     = 2,69 
  13 

9) Peralatan kerja yang memadai 
3+3+3+3+3+2+2+3+1+2+4+3+3 
     = 2,69 
  13 

10) Peralatan operasional pelayanan  
1+3+3+3+2+2+2+3+1+3+4+3+3 
     = 2,54 
  13 
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11) SOP pada Dinas Tarukim 
3+2+3+3+2+2+2+3+3+3+3+3+3 
     = 2,69 
  13 

12) Anggaran pendapatan dan belanja Dinas Tarukim 
2+2+2+2+2+2+3+3+2+3+2+3+3 
     = 2,38 
  13 

13) Sistem audit keuangan 
2+3+3+2+3+2+2+2+2+2+4+3+3 
     = 2,54 
  13 

14) Sistem pendanaan 
2+2+3+3+3+3+2+3+2+3+2+3+3 
     = 2,62 
  13 

15) Kemudahan Urusan Pengurusan IMB 
2+3+3+3+1+2+3+3+2+2+3+3+4 
     = 2,62 
  13 

16) Kualitas pelayanan 
2+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 
     = 2,85 
  13 

17) Kualitas hasil kerja 
3+3+3+3+3+3+3+3+2+3+3+3+4 
     = 3,00 
  13 

18) Pola Tarif  
3+2+3+3+2+3+2+2+2+3+3+3+4 
     = 2,69 
  13 

19) Lokasi Dinas Tarukim 
3+3+3+3+2+3+2+2+2+3+3+3+3 
     = 2,69 
  13 

20) Hubungan dengan masyarakat 
3+3+3+3+2+2+2+3+2+3+3+3+3 
     = 2,69 
  13 
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Pernyataan 
Responden 

Rating 
Bobot 
(dalam 
%) 

Rating 
score x 
bobot) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SDM 

1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 2,15 0,04 0,09 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2,92 0,05 0,16 
3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2,38 0,05 0,11 
4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2,85 0,05 0,15 
5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2,85 0,05 0,15 
6 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2,62 0,05 0,13 
7 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2,77 0,05 0,14 

Operasional 

8 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 4 3 4 2,69 0,05 0,14 
9 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 4 3 3 2,69 0,05 0,14 
10 1 3 3 3 2 2 2 3 1 3 4 3 3 2,54 0,05 0,12 
11 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2,69 0,05 0,14 

Keuangan 
12 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2,38 0,05 0,11 
13 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2,54 0,05 0,12 
14 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2,62 0,05 0,13 

Pelayanan 

15 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 4 2,62 0,05 0,13 
16 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2,85 0,05     0,15 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3,00 0,06 0,17 
18 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2,69 0,05 0,14 
19 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2,69 0,05 0,14 
20 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2,69 0,05 0,14 

Total   53,23   1,00    2,68 

 
Responden: 
1.  Kepala Dinas Tarukim  
2.  Sekretaris Dinas Tarukim  
3.  Kabid Perumahan dan Pemukiman  
4.  Kabid Tata Ruang Kota  
5.  Kabid Perizinan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang 
6.  Kabid Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
7.  Kasi Penyusunan Tata Ruang Kota  
8.  Kasi Evaluasi Rencana Tata Ruang  
9.  Kasi Pengukuran Survey dan Pemetaan  
10.  Kasi Konservasi Bangunan dan Kawasan 
11. Kasi Perizinan Bangunan dan Bangunan-Bangunan 
12. Kasi Perizinan Pemanfaatan Ruang 
13. Kasi Pengaduan 
 
Lampiran  Perhitungan Data Kuesioner 
Perhitungan Rating lingkungan Internal Dinas Tarukim Kota Binjai Masa 
Mendatang 
 

1) Kuantitas tenaga kerja  
4+3+3+4+4+3+4+4+4+4+4+4+4 
     = 3,77 
  13 

2) Kualitas tenaga kerja 
2+4+3+4+4+4+3+4+3+4+3+4+4 
     = 3,54 
  13 
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3) Kualifikasi tenaga kerja 
4+4+3+4+4+4+3+4+3+4+4+4+4 
     = 3,77 
  13 

4) Struktur organisasi 
4+4+3+4+4+3+4+4+3+3+3+4+3 
     = 3,54 
  13 

5) Kompetensi SDM 
4+4+3+4+4+3+4+4+3+4+3+4+4 
     = 3,69 
  13 

6) Prestasi kerja 
4+4+3+4+4+3+4+4+3+3+3+4+3 
     = 3,54 
  13 

7) Disiplin kerja 
4+4+3+4+4+3+4+4+4+4+3+4+4 
     = 3,77 
  13  

8) Infrastruktur yang memadai 
4+4+3+4+4+3+4+3+4+4+4+3+4 
     = 3,69 
  13 

9) Peralatan kerja yang memadai 
4+4+3+4+4+3+4+3+4+4+4+3+4 
     = 3,69 
  13 

10) Peralatan operasional pelayanan  
4+4+3+4+4+3+4+3+3+4+3+3+3 
     = 3,46 
  13 

11) SOP pada Dinas Tarukim 
4+4+3+4+4+3+4+3+3+4+3+4+4 
     = 3,62 
  13 
 

12) Anggaran pendapatan dan belanja Dinas Tarukim 
4+4+3+4+4+4+4+4+3+4+4+4+4 
     = 3,85 
  13 

13) Sistem audit keuangan 
3+4+3+4+4+3+4+4+3+4+3+4+4 
     = 3,62 
  13 
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14) Sistem pendanaan 
4+4+3+4+4+3+4+4+3+4+3+3+3 
     = 3,54 
  13 

15) Kemudahan urusan pengurusan IMB 
4+4+3+4+4+4+4+4+4+4+3+4+4 
     = 3,85 
  13 

16) Kualitas pelayanan 
4+4+3+4+4+3+4+4+3+4+4+4+4 
     = 3,77 
  13 

17) Kualitas hasil kerja 
4+4+3+4+4+3+4+4+3+4+3+4+4 
     = 3,69 
  13 

18) Pola Tarif 
4+4+3+4+4+3+4+3+3+4+3+4+4 
     = 3,62 
  13 

19) Lokasi Dinas Tarukim 
4+4+3+4+4+3+4+4+3+4+3+4+4 
     = 3,69 
  13 

20) Hubungan dengan masyarakat 
4+4+3+4+4+3+4+4+3+4+4+3+4 
     = 3,69 
  13 

 

Pernyataan 
Responden 

Rating 
Bobot 
(dalam 
%) 

Rating 
score x 
bobot) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SDM 

1 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,77 0,05 0,19 
2 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3,54 0,05 0,17 
3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3,77 0,05 0,19 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3,54 0,05 0,17 
5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3,69 0,05 0,19 
6 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3,54 0,05 0,17 
7 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3,77 0,05 0,19 

Operasional 

8 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3,69 0,05 0,19 
9 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3,69 0,05 0,19 
10 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3,46 0,05 0,16 
11 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3,62 0,05 0,18 

Keuangan 
12 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,85 0,05 0,20 
13 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3,62 0,05 0,18 
14 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3,54 0,05 0,17 

Pelayanan 

15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3,85 0,05 0,20 
16 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3,77 0,05     0,19 
17 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3,69 0,05 0,19 
18 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3,62 0,05 0,18 
19 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3,69 0,05 0,19 
20 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3,69 0,05 0,19 

Total   73,38  1,00    3,67 
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Responden:  
1.  Kepala Dinas Tarukim  
2.  Sekretaris Dinas Tarukim  
3.  Kabid Perumahan dan Pemukiman  
4.  Kabid Tata Ruang Kota  
5.  Kabid Perizinan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang 
6.  Kabid Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
7.  Kasi Penyusunan Tata Ruang Kota  
8.  Kasi Evaluasi Rencana Tata Ruang  
9.  Kasi Pengukuran Survey dan Pemetaan  
10.  Kasi Konservasi Bangunan dan Kawasan 
11. Kasi Perizinan Bangunan dan Bangunan-Bangunan 
12. Kasi Perizinan Pemanfaatan Ruang 
13.  Kasi Pengaduan 
 
 
Lampiran  Perhitungan Data Kuesioner 
Perhitungan Rating Lingkungan Eksternal Dinas Tarukim Kota Binjai  
Masa Sekarang 
 

1) Tingkat harga perumahan 
4+3+3+3+3+3 

= 3,17 
  6 

2)  Daya beli masyarakat 
2+2+3+2+2+3 

= 2,33 
  6 

3) Sarana Transportasi 
3+3+4+3+3+3 

= 3,17 
  6 

4) Ketersediaan tenaga kerja  
3+3+3+3+3+4 

= 3,17 
  6 

5) Anggaran penataan ruang pemerintah daerah 
2+2+2+3+2+3 

= 2,33 
  6 

6) Implementasi sistem perundang-undangan penataan ruang 
3+3+4+3+3+3 

= 3,17 
  6 
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7) Implementasi peraturan daerah 
3+3+4+3+3+3 

= 3,17 
  6 

8) Pelaksanaan Undang-Undang penataan ruang 
3+3+4+3+3+3 

= 3,17 
  6 

9) Tingkat pendidikan masyarakat  
3+4+3+3+3+3 

= 3,17 
  6 

10) Jumlah penduduk  
3+3+3+3+3+3 

= 3,00 
  6 

11) Perilaku masyarakat terhadap lingkungan 
2+2+3+3+2+2 

= 2,33 
  6 

12) Perkembangan ilmu penataan ruang 
3+3+3+4+3+3 

= 3,17 
  6 

13) Perkembangan teknologi sistem informasi penataan ruang 
3+3+3+3+3+4 

= 3,17 
  6 

14) Perkembangan teknologi informasi 
2+3+4+3+3+3 

= 3,00 
  6 

15) Perkembangan teknologi komunikasi 
3+3+4+3+3+3 

= 3,17 
  6 
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Pernyataan 
Responden Rating Bobot 

(dalam 
%) 

Rating 
score x 
bobot) 1 2 3 4 5 6 

Ekonomi 

1 4 3 3 3 3 3 3,17 0,07 0,22 
2 2 2 3 2 2 3 2,33 0,05 0,12 
3 3 3 4 3 3 3 3,17 0,07 0,22 
4 3 3 3 3 3 4 3,17 0,07 0,22 
5 2 2 2 3 2 3 2,33 0,05 0,12 

Hukum 
6 3 3 4 3 3 3 3,17 0,07 0,22 
7 3 3 4 3 3 3 3,17 0,07 0,22 
8 3 3 4 3 3 3 3,17 0,07 0,22 

Sosial Budaya 

9 3 4 3 3 3 3 3,17 0,07 0,22 
10 3 3 3 3 3 3 3,00 0,07 0,20 
11 2 2 3 3 3 2 2,33 0,05 0,12 
12 3 3 3 4 3 3 3,17 0,07 0,22 

Teknologi 
13 3 3 3 3 3 4 3,17 0,07 0,22 
14 2 3 4 3 3 3 3,00 0,07     0,20 
15 3 3 4 3 3 3 3,17 0,07 0,22 

Total    44,67    1,00     3.01 

 
Catatan 
Responden: 
1. Kepala Bappeda  
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
3. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  
4. Sekretaris Bappeda  
5. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah  
6. Sekretaris  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
 
 
Lampiran Perhitungan Data Kuesioner 
Perhitungan rating lingkungan Eksternal Dinas Tarukim Kota Binjai  Masa 
Mendatang 
 

1. Tingkat harga perumahan 
4+3+3+3+4+4 
    = 3,50 
 6 

2. Daya beli masyarakat 
4+3+4+3+3+4 
    = 3,50 
 6 

3. Sarana transportasi 
4+4+4+3+3+3 
    = 3,50 
 6 

4. Ketersediaan tenaga kerja  
4+4+4+3+3+4 
    = 3,67 
 6 
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5. Anggaran penataan ruang pemerintah daerah 
3+4+4+3+3+4 
    = 3,50 
 6 

6. Implementasi sistem perundang-undangan penataan ruang 
3+3+4+3+3+4 
    = 3,33 
 6 

7. Implementasi peraturan daerah 
3+4+4+3+3+4 
    = 3,50 
 6 

8. Pelaksanaan undang-undang penataan ruang 
3+3+4+3+3+4 
    = 3,33 
 6 

9. Tingkat pendidikan masyarakat  
3+3+3+3+3+4 
    = 3,17 
 6 

10. Jumlah penduduk  
3+3+4+3+3+4 
    = 3,33 
 6 

11. Perilaku masyarakat terhadap lingkungan 
4+3+4+4+3+4 
    = 3,67 
 6 

12. Perkembangan ilmu penataan ruang 
4+3+4+3+3+4 
    = 3,50 
 6 

13. Perkembangan teknologi sistem informasi 
4+4+4+3+3+4 
    = 3,67 
 6 

14. Perkembangan teknologi informasi 
3+4+4+3+3+4 
    = 3,50 
 6 

15. Perkembangan teknologi komunikasi 
3+4+4+3+3+4 
    = 3,50 
 6 
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Pernyataan 
Responden 

Rating 
Bobot 
(dalam 
%) 

Rating 
score x 
bobot) 1 2 3 4 5 6 

Ekonomi 

1 4 3 3 3 4 4 3,50 0,07 0,23 
2 4 3 4 3 3 4 3,33 0,07 0,21 
3 4 4 4 3 3 3 3,50 0,07 0,23 
4 4 4 4 4 3 3 3,67 0,07 0,26 
5 3 4 4 3 3 4 3,50 0,07 0,23 

Hukum 
6 3 3 4 3 3 4 3,33 0,06 0,21 
7 3 4 4 3 3 3 3,33 0,06 0,21 
8 3 3 4 3 4 4 3,50 0,07 0,23 

Sosial Budaya 

9 3 3 3 3 3 4 3,17 0,06 0,19 
10 3 3 4 3 4 4 3,50 0,07 0,23 
11 4 4 3 4 4 3 3,67 0,07 0,26 
12 4 3 4 3 3 4 3,50 0,07 0,23 

Teknologi 
13 4 4 4 3 3 4 3,67 0,07 0,26 
14 3 4 4 3 3 4 3,50 0,07     0,23 
15 3 4 4 3 3 4 3,50 0,07 0,23 

Total    52,17    1,00    3,48 

Responden: 
1. Kepala Bappeda  
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
3. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  
4. Sekretaris Bappeda  
5. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah  
6. Sekretaris  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
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